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ABSTRACT

tree kinds of consumer transactions and cach of them deals with many isueg (peoblems)
There arc

. o consurmer rights. THIS article discusses three isucs of consumer transactions, i.c. advertisemen,
ma?zgo‘;‘ion‘mt and after sale seTvice. Because of the substances, itis imposible to accomodate al} of
slw & i by

- ses in the Consumer Protection Law. It is suggested to stipulate only the principles of the
tho:“;:on of consumer fightin that Jaw. ft will be the umbrelia act for any ather sectoral laws or regul,.
o

tions.

1. PENDAHULUAN

Masalah perlindungan konsunen dewasa in'i mf?kin banyak. disorot. Setiap hasi kita
dapat membaca keluhan konsumen yang dipublikasikan melalul suT'absurat pembaca di
berbagai mediz. Bahkan, beberapa media’ secara r.eguler menyediakan ruangan, yang
disebut “rubrik konsumen” di medianya. Boleh jadi fenomena ini menunjukkan mulai
menggeliatnya kesadaran konsumen Indonesia terhadap hak-haknya.

Peskembangan ini sehenamya sejalan deogan kecenderungan baru di tingkat global,
Perhatian: terhadap gerakan perlindungan hak-hak konsomen (konsumerisme) telah
mendapat pengakuan dan dukungan dari Dewan Ekonomi dan Sesial PBB, dengan
resolusinya No. 2111 Tahun 1978. Kemudian tahun 1985 dengan resolusinyz No, 35/243
juga disuarakan seruan penghormatan terhadap hak-hak konsumen.

Gerakan konsumen internasional juga telah memiliki wadah yang cukup berwibawa,
yang disebut International Organization of Consumers Unions (TOCU). Saat ini anggota
10CU sudah mencapai hampir dua ratus organisasi konsumen di lebih dari 70 negara di
dunia. Setiaptanggal 15 Maret organisasi ini memperingatinya sebagai Hari Hak Konsumen
Sedunia, dan memberi tema yang berbeda untuk tiap-tiap tahun. Misalnya, pada tahun
1994 dikumandangkan tema sentral hak konsumen untuk memperoleh kebumhan pokok.
Hak atas kebutuhan pokok ini tidak saja terbatas pada pangan, sandang, dan papan, tetapi
juga pada kebutuban listrik, air minum, pos dan telekomunikasi.

Konssmen Indonesia merupakan bagian dari konsumen global, sehingga gerakan
konsumen di dunia internasional man tidak mau akan menembus batas-batas negar, dan
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mempengaruhi kesadaran konsumen lokg untuk berbuat hal yang sama

bersaingan antarprodusen saat ini juga makin ketat, dan yang dihadapi bukan lagi
kompetitor dalam negeri, Inj berarti, konsumen akan mempunyai banyak pilihan terhadap
produk barang/jasa yang dikonsumsinya, Mereka tentu akan memilih yang terbaik di antara
semua produk barang/jasa yang tersedia, Hal ini berartj masalah mutu barang dan jumlah
ketersediaannya di pasaran tidak lagi menjadi keprihatinan utama karena produsen sudah

dengan sendirinya berlomba-lomba untuk memenuhinya. Jika tidak, produsen tersebut akan
kalah dalam persaingan.

Gejala-gejala di atas member pengaruh pada gerakan konsumen di dunia dan di
Indonesia, yakni mulai beralihnya isy-isy konsume

menuju ke arah yang lebih berskala makro dan univer

sudah sama dengan perhatian konsumen d; berbagai
konsumen global,

n dari sekadar mempersoalkan mutu
sal. Perhatian konsumen dalam negeri
negara, Konsumen kita telah menjadi

Menurut Emil Salim, gerakan konsumen global ditandai oleh globalisasi di berbagai
bidang. Pertama, globalisasi produksi. Dalam hal inj berarti, tidak ada produk yang hanya
dibuat di satu negara. Toyota, misalnya, sebagian komponennya di buat di berbagai negara
di luar Jepang. Faktor kedua adalah globalisasi finansial. Uang tidak lagi mengenal bendera.
Modal seperti air yang mencari tempat yang sesuai. Ketiga, globalisasi perdagangan.
Ini tampak dari dihilangkannya dinding-dinding tarif, sehingga dunia menjadi satu pasar.
Keempat adalah globalisasi teknologi.? Globalisasi keempat ini antara lain membawa
konsekuensi makin tergesernya alat-alat produksi tradisional men garah kepada modernisasi
dan mekanisasi. Teknologi baru di bidang pengemasan yang diterapkan di Amerika Serikat,

misalnya, akan dengan cepat diadopsi ke negara-negara lain, dan segera mengubah pola
kerja bidang terkait.

Semua faktor di atas menghasilkan dampak terhadap satu faktor lain yang dewasa ini
sedang “naik daun”, yakni lingkungan hidup. Konsumen akhirnya tidak lagi sekadar
mempertanyakan tentang kualitas barang yang ditawarkan, tetapi juga tentang bagaimana
barang itu dibuat, apakah tidak dibuat dengan cara merusak lingkungan hidup, dan
sebagainya. Muncullah apa yang disebut environmental friendly concern, yang semuanya
mengarah kepada penyelamatan lingkungan dari barang/jasa yang merusak.

Konsumen, misalnya, tidak lagi menuntut air conditioner yang awet, murah, indah
bentuknya, mudah dioperasikan, atau hemat listrik, tetapi sudah sampai kepada persoalan
apakah bahan yang digunakan masih menggunakan freon yang merusak ozon atau sudah
memakai bahan lain. Demikian pula, seiring dengan maraknya tema hak asasi manusia,

2 "Gerakan Konsumen Global tidak Bisa Dihentikan,” Kompas, 6 April 1994, him, 8,
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Jobal juga akan menipersonlkan apnkah barung yang tibuat itu mengyun
Leintien 8 :--mg dibaynr murah, atiu apokah masih menggunakan burgh anak-angy

i1y dibserd hak untuk berorganisasi, dan seterusnya.

tkap
tenaga MeeR alay
apakith puruh-burah S |
Alhasi), dapat Jikatnkan gerakan konsumen, bmkhd:j dlfnla internasional my,

i ndenesia, pada masia-masa mcndalanlg gkan menghadap :f,uasa;';a yang jauh by
a Kes, ARUS juntutan konsumen melalul gcrakan-gerakan tadi makin lama akap maki
komple ; ;tidak mustahil akan menimbulkan instabilitas bagi negara-negar, Yann
deras, ‘sc ;‘:igl;cmcrimalmya belum siap benar. Kesiapan tersebut tidak sekadar dalap, .
%331:‘:{‘::“;% dan berinovasi’ tetapi terlebih-lebih bagi pemerintahnya, adalah siap dengay

pembangunan unsur-unsur sistem fukumnya.

. i di bawah ini dimaksudkan untuk membuka diskusi tentang beberap,

Tulisan singkat . .
nsumen yang makin menghangat itu, Tentu saja isg-jg,

masalah (isw) perlindungan ko : e
rcrschut tidak khas Indonesia karena sesungguhnya dapat dijumpai di S

Pembatasan terhadap tiga isu di bawah ini semata-mata untuk mensimplifikasi peta
permasalahan konsumen yang kompleks tersebut, sehingga dapat lebih mudah didekay;
dari berbagai sudut pandang. Pada bagian penutup, akan disinggung keterkaitan ketiga

en tersebut dengan (rencana) Undang-Undang tentang

tahapan transaksi konsum . '
Perlindungan Konsumen, yang sejak dulu masih belum jelas eksistensinya,

[ TAHAPAN TRANSAKSI KONSUMEN

Secara sederhana konsumen dapat diartikan sebagai semua orang yang mengkonsumsi
jasa dan/atan barang dalam suatis transaksi konsumen {constumer transaction). Transaksi -
konsumen di sini adalah peralihan barang/jasa, termasuk peralthan kenikmatan dalam

menggunakannya,

D luar transaksi konsumen dikenal juga transaksi komersial, yang biasanya dilakukan
oleh produsen dengan distributor atau pedagang antara. Pihak yang disebutkan terakhir
inilah yang menjembatani antara produsen dan konsumen.akhir (uitimate consumer).
[tulah sebabnya, para perantara ini disebut juga dengan intermediate consumer.

Transaksi konsumen merupakan suatu perixatan, yang tertama bersangkut paut dengan
perikatan keperdataan. Dalam kaca mata hukum perdata, perikatan transaksi konstmen itu
liduk serta menta terjadi begitu saja. Ada prolog yang mendahuluinya, Perikatan konsumen
sendiri merupakan pelaksanaan dari perikatan sebelumnya, yang dapat disebut pra-transaksi .
konsumen. Setefah transaksi konsumen dilaksanakan, masih ada perikatan lain yang harus
dipenuhi kedua beluh pthak, yang dapat disebut pasca-transaksi konsumen. Dalam uraian
di bawah ukan dikemukakan tiga isu pokok dari sekuen-sekuen transaksi konsumen tersebut.
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Tuhapan ketiga duri proses transaksi konsumen ini adalah perikatan setelah peraliban
barang/jusn yang pokok dilakukan, Sering terjadi, untuk pembelian barang-barang terentu,
produsen/penyalur produk (penjual) memberikan paransi dalam jangka waktu terbatas,
misalnya tiga tahun, Selama jangka wakiu i, setiap keluhan konsumen atas barang tersebut,
sepunjang bukin dischabkan kesalahan pemakaian, dapat diajukan kepada produsen/
penyalur produk (penjual), Inilah yang biasanya dischut layanan purna jual (after-sale
serviee) . Di sini terkait pula perlindungan hukum bagi konsumen,

Uraian berikut tidak akan mengupas secara detail tiga isu transaksi konsumen tersebut,
tetapi sekadar memberi gambaran disertai contoh-contoh, Bagaimanapun tiap-tiap
isu tersebut sangal luas cakupannya, sehingga tidak mungkin merangkumnya secara utuh
dalam tiga subbab singkat i bawah,

1. PERIKLANAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Di antara sekian banyak scktor, bidang kesehatan merupakan sektor yang relatif
paling lengkap pengaturannya dalam melindungi konsumen dibandingkan bidang-bidang
lainnya, Sckalipun demikian, khusus mengenai periklanan, pada akhir tahun 1992, Menteri
Kesehatan RI pernah melontarkan suatu kritikan yang sangat tajam terhadap iklan
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serundang-undangan yang lebih rendal, tingkatannya. Masalah ik
ain diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehata
Kriteria Terpeninct, Kelengkapan Permohonan dan

lan obat, misalnya, antara
n Nomor 0282-3/A/SK/X1/90 tentang

Tata Laksana Pendaftaran Obat Jadi,
Dalam ketentuan yang discbutkan terakhir disayaratkan b

memuatinformas sesuai dengan persetujuan yang diberikan
«aat obat itu didaftarkan, Jenis ob

dan terbatas, bukan obat ker

ahwa setiap iklan obat harus
Departemen Kesehatan pada
At yang boleh diiklankan hanyalah jenis obat bebas

A ———— o §01ain itu, sejak 1989 naskah iklan obat-obatan tersebut
parus discrahkan pula kepada Direktorat Jenderal POM untuk mendapatkan persetujuan.

Untuk obat-_oba‘tan lradisiona'l. tidak diperkenankan untuk diiklankan selama
pelum didaftarkan di Departemen Kesehatan (P

asal 3 Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 246/Menkes/Per/V/1990)

or 246 990). Dalam peraturan itu juga ditegaskan bahwa iklan yang
diberikan tidak boleh menyimpang dari apa yang disctujui dalam pendaftaran. Dalam

praktiknya, tcrnyat:‘\ banyak sekali iklan yang ditayangkan di berbagai media yang
melenceng jauh dari naskah yang diserahkan ke dan disetujui oleh Direktorat Jenderal
POM. Ironisnya, ancaman sanksi yang diberikan Departemen Kesehatan mulai dari teguran,

pembatalan pendaftaran, sampai dengan pencabutan izin usaha industri obat
yang bersangkutan, sama sekali tidak membuat “kecut” pelakunya.

Memang tidak adil rasanya apabila segala beban penyimpangan tersebut harus
dipersalahkan sepenuhnya ke pihak produsen obat-obatan. Saat ini dapat dipastikan semua
iklan obat di televisi yang pernah dipersoalkan oleh Menteri Kesehatan di atas diserahkan
pembuatannya kepada perusahaan periklanan (production house). Di tempat inilah iklan
itu diproduksi, sebelum akhirnya disebarluaskan ke media yang diingini.

Dalam memproduksi iklan tadi, pihak perusahaan periklanan pun dikawal ketat oleh
kode etik tersendiri yang ditandatangani oleh lima asosiasi (termasuk Persatuan Perusahaan
Periklanan Indonesia) pada tanggal 17 September 1981, Untuk obat-obatan, kode etik
periklanan juga mensyaratkan bahwa iklan harus sesuai dengan indikasi jenis produk yang
disetujui oleh Departemen Kesehatan. Selain itu iklan tidak boleh memuat kata-kata yang
berisi janji penyembuhan penyakit, tetapi hanya boleh menyatakan membantu
menghilangkan gejala penyakit. Juga tidak boleh mencantumkan kata-kata “aman”, “tidak
berbahaya”, atau “tidak mengandung risiko”. Pemakaian tenaga profesional kesehatan
sebagai model iklan, seperti dokter, perawat, ahli farmasi, juga dilarang.

Sari sebagian kecil rumusan kode etik itu saja sudah tampak betapa banyak iklan obat
yang tidak memenuhi persyaratan. Iklan obat yang “tidak sehat” seperti itu tentu saja

merugikan perusahaan obat sejenis, tetapi (lebih-lebih) akan merugikan konsumen yang
tidak berhati-hati.
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Mavoritas konsumen di Indonesia masih terlalu rentan da
iklan )‘:u‘\g qidak sehat" sepenti di atas, Karena itu, s'ngnt riskan kiranyy bita g “.mma“
peagawasn yang memadai dan konsumen dibiarkan mc"imba”&nimbad'mak
memutuskan sendini iklan apa yang pantas untuk dipercaya, Cara berpikir - ng ter,
hukum dikenal scbagai caveat emptor (et tite buyer beware) demikian hanya CO:B Galapy
negars kapitalis Abad ke-19, yang di ncgara asalnya (Inggris dan Amerika Seﬁk;k bty
pula ditinggalkan, ) sugyy

am mcnyera :

Posisi yang tidak berimbang antara produsen dan konsumen
disalahgunakan {machispositie) oleh pihak yang lebih kuat, Apalagi jika pi
yang lebih kuat itu didukung oleh fasilitas yang memungkinkannya be
monopolistis.

akan Mg,
hak prodluen

findak Secay

Lolosnya penayangan iklan yang menyesatkan (dalam hal inj terutg
obatan) membuktikan bahwa mekanisme pengawasannya masih bejy berjalan g
baik. Sebagaimana diuraikan di atas, surat keputusan bersama dari dua mentery tahu,f’;igan
menyatakan bahwa pengawasan periklanan di bidang OMKA akan dilakukan ofe, penit
tersendiri. Keberadaan panitia bersama seperti itu kiranya cukup urgen untuk diwuju(;l(ua
karcna akan memudahkan dalam melakukan koordinasi, Kendatj demikian, terlebih g ahuz;n
perlu dijabarkan secara jelas batas kewenangan panitia tersebut, a 2ar tidak tump;mu
tindih dengan mekanisme pengawasan serupa yang dimiliki instansi di jajaran dapaﬁtmergl
lain,

ma iklan obar.

Di Departemen Penerangan, misalnya, terdapat Sub-Direkiorat Pengendaliay
Materi Periklanan, di samping Lembaga Sensor Film (LSF) yang menyensor se ap iklan
berbentuk film atau video. Juga Departemen Sosial dapat melakukan Pengawasan uptyy
iklan yang memuat undian berhadiah. Berbagai pengawasan ini masih berlanjut sampaj -
ke tingkat daerah. Hal yang terakhit ini penting, mengingat setiap daerah memiliki ciri
khas dan tindak sensitivitas yang berbeda dalam menyerap suatu iklan yang disiarkan,

Selain itu, dasar hukum pembentukan panitia bersama di atas tentu akan febih baik
apabila tidak berbentuk surat keputusan bersama. Bentuk peraturan demikian tidak dikens]
dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan keputusan setingkat
menteri seperti itu tidak berwenang mencantumkan sanksi. Sebagai perbandingan,
di Amerika Serikat badan yang mengawasi masalah makanan dan obat (Food and Drug
Administration) dibentuk berdasarkan produk hukum setingkat undang-undang. Demikian
juga badan yang kewenangannya antara lain mengawasi masalah periklanan (Federal
Trade Commission), juga dibentuk berdasarkan undang-undang,

Dalam Bab VIIT Undang-Undang Nomor 23 Tabun 1992 tentang Kesehatan,
scsungguhnya tejab ditegaskan bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan pembinaan
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Dalam Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1996 t¢ :

- . ntang Pangan, dischutkan s '
lneng;:;uulz3 ma!; Panaian. Pasal 3.3 dari undang-undang in; menyatakan sc:r:cfaa::lj 3::
ataud ml:emr dgal:i t‘ﬂ;iank)‘ﬁngdlpcrdagangkan harus memuat keterangan.mengefnai pangan
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Bar iklan tentang pa -
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Ketentoan dalam Undang-Undang Pangan ini sebenamya tidak mempunyai aspek
konstitutif yang beracti banyak karena masih harus menunggu peraturan pelaksanaannya
juga masih samar-samar tentang pengertian “pangan yang diperdagangkan”. Hal ini akyan
menimbulkan pertanyaan: bagaimana untuk “pangan yang tidak diperrliagangkan""
Dalam kenyataannya dapat dilihat, bahwa produk pangan dengan merek baru yang masil:l
dalam masa perkenalan kepada konsumen, biasanya sudah diiklankan terlebih dahulu oleh
si produsen, Sementara itu, sampel-sampel produk itu dibagikan secara gratis kepada
masyarakat, tepatnya ke sasaran konsumen yang dinilai paling potensial. Sampel-sampel

ersebut tentu tidak untuk diperdagangkan, dan rasanya tidak adil apabila dikecualikan
dari ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Pangan.

Pasal 34 dari Undang-Undang Pangan juga membuka polemik yang tidak kalah
menariknya. Di situ dinyatakan, bahwa setiap orang yang menyatakan dalam label atau
iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau
kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pemyatakan berdasarkan agama
ataw kepeccayaan tersebut. Rumusan pasal ini mengacu kepada pencantuman label “hal al”
yang sesuai dengan syariah Islam. Departemen Kesehatan dan Agama menginginkan agar
label ini dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan ‘setelah mendapat rekomendasi dari
Majelis Ulama Indonesia. Sebaliknya, Kantor Menteri Negara Urusan Pangan ingin
menyerahkannya kepada masing-masing produser. Konsekuensinya, apabila produsen
melanggar, ia akan dikenakan sanksi hukum, Polemik ini sesunggubnya tidak akan dapat
ditantaskan apabila akar permasalahan, yakni “memberi rasa aran pada konsumen”
tidak ditempatkan pada prioritas utama. Artinya, jika label {dan iklan) itu diserabkan
sepenuhnya kepada produsen, tentu akan dipertanyakan: sejauhmana konsumen gkan merasa
aman dan yakin kebenaran isinya, dan sejauhmana pula pemerintah mampu mencegah dan
menindak tindakan produsen yang tidak bertanggung jawab. -

Selain sarana pengawasan di tingkat aparatur negars, peranan yang tidak kalah
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aiuts datang dari masyarakat sendid, yang dalam hal ini antara faj

ayam asyarakat scperti Yoyasan Lembaga Konsumen lndon iaf" di‘*'aki i

iain secara berkala melakukan pengujian suaty pro du:cmn[YLKI
len

[entingnY® juga b
oleh Terbagd swad
Peruss y1.K] antard
npublikasikannya.

met I dan.
Sebagafmand Jiatur dafam Pasal 71 dan 72 Undang-Undang Keseh

dilakukan YLKIini scyogiany adisambul dengan positf. Informasi yang dib:’lan' N Yang
tichak dapat dijadikan bahan perbandingan bagi masyarakat, di sampin ‘"ka""}’a Paln
sehari-hari mercka dapatkan dari iklan. Syukurlah, dari Pengamatang ’"f?fmasi Yan
publikasi YLKI terscbut akhir-akhir ini makin mendapat perhatian ds e’fllas, ampak
Jan mulai berwibawa di mata prcdusen.Bebcrapaha:ian terkemuka tmulai " fasy Arakat
Lhuss can 5ecard reguler memuat keluhan-keluhan konsumen dan publika:s;nt::;,"[;eri tempay

U Pengujian

YLKI ini.

Terlepas d

periklanan tetap h
komersial. Dengan demikian, peng

atas.

i ity semus, apapun bentuk dan mekanism
: ' eﬂya, e :
arus diterapkan secara proporsional. [kian adalah pr:d:fi“'as?n dalam
awasannya tidak boleh sampai memaﬁk;ia:vuas dan
ua cirj di

Iv. PERJANJIAN STANDAR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Perjanjian standar (baku),! sebenarnyn telah di :
Plato (423-347 SM), misalnya, pernah mc);naparkaiﬂ;es:ii;eja: .Zaman Yunani Kung,
harganya ditentukan secard sepihak oleh si penjual, tanpa mempzﬂ? ::]_::laﬂ makanan yang
makanan tersebut.® Dalam perkembangannya, tentu saja Pe“emuanl an petbedaan myugy,
produsenfpenyalur preduk (penjual), tidak lagi sekadar masalah :“ara sepihak oleh
me:'ICa‘l‘{up syaral-syarat yang lebih detail. Selain itu, bidang-bidan o Eetapj sudah
peqanpaln standlar pun makin bertambah luas. Menurut sebuah ia 8 yang diatur dengan
Lm?waew pada tahu'n 1971, 99 persen perjanjian yang dibuat di Amf‘f‘;an d;'uam Harvard

. pelrcjanjlan sta::.dar. Di Indonesia sendiri, perjanjian standar bahknnn z:] Serikat berbentuk
sektor properti dengan cara-cara yang Secari yuridis masih léontrove?sli:;hb:{‘;ezmbah i
- Vasalnya saja,

4 N
Dalam bahasa asing dikenal
dengan banyak nama i
tract : » Seperti standaard
dan J(E:"Lr;c:). :‘:ngmeme Geshafts Bedingen, Standaardvertrag Sf:::m::tﬂrdenf standaard con-
perjanjian ad‘lizs ' ;fm[j':c!, standard forms of contract (Illxgris)' . Sala“l kenditionen (Jerman),
ie”, Lihat; J. Satrio, Hukum Perika - . Satrio menyebutnya den
. i 1 ey M . . s’an
S g}glm}f;l' B.nn ung: Citrs Aditya Bak, 1999, Hm 4::1 Perikatan yang Lahir dari Undang-undang,
. Hondius, Konsuntentenrehct, Kluwer-Deventer, i915 hlm. 11
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i Jhkan sistem pembel .
d“mbolchk | elian satuan rumah susun (strara il b
Pajanii?“‘ standar.$ ¢) secarninden dalam bentuk

Tentu saja fenomena demikian tidok so|

: . amanya berkonotasi negatif. Tuiuan di
R S ——— y onotasi negatif, Tujuan dibuatnya

ah untuk memberik
e an kemudahan (
pihﬂk yang bersangkutan. Oleh karena jty, bertolak dari tujuan tersebut, Mariam Darus

an lalu mendefinisk T
padrulzaman SKan perjanjian standar sebagai perianiian yang isinyz
gibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir, gai perjanjian yang isinya

kepraktisan) bagi para

Sebenarnya, perjanjian standar tidak perly selaly dituangkan dalam bentuk formulir,

walaupun memang lazim dibuat tertulis, Contohnya dapat dibuat dalam bentuk pengumuman

yang ditem'pel-l.ian di lcmp.at penjual menjalankan usahanya, Singkatnya, perjanjian standar
qdalah perjanjian yang ditetapkan secara sepihak, yakni oleh produsen/penyalur produk

(penjual), dan mengandung l.ce.e:.nuan yang berlaku umum (massal), sehingga pihak yang
lain (konsumen) hanya memiliki dua pilihan: menyetujui atau menolaknya.

Adanya unsur pilihan ini oleh sementara pihak dikatakan bahwa perjanjian standar
tidaklah melanggar asas kebebasan berkontrak (Pasal 1320 jo. 1338 Kitab Undang-Undang

- Hukum Perdata). Artinya, bagaimanapun pihak konsumen masih diberi hak untuk

menyetujui (take if) atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya (leave if). Ttulah
sebabnya, perjanjian standar ini kemudian dikenal dengan nama take it or leave it
contracl. :

Jika ada yang perlu dikhawatirl'can dengan kehadiran perjanjian standar, tidak lain
karena dicantumkannya klausula eksonerasi (exemption clause) dalam perjanjiant tersebut.
Klausula eksonerasi adalah klausula yang mengandung kondisi membatasi, atau bahkan

menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pihak
produsen/penyalur produk (penjual).

Di sini terlihat betapa tidak adanya keseimbangan posisi tawar-menawar antara
produsen/penyalur produk (penjual) yang lazim disebut kreditur dan konsumen (debitur)
di lain pihak. Sehubungan dengan pertanyaan: apakah ada kebebasan berkontrak dalam
perjanjian standar ini?; ada beberapa pendapat yang mempertegas kontroversi di dalamnya.

Pendapat pcrfama datang dari Sluijter, yang menyatakan perjanjian standar bukan

6 Mariam Darus Badrulzaman menyatakan perjanjian inden demikian cacat dan tidak sah karena
informasi terhadap masyarakat tidak ada. Perjanian ini diterima masyarakat semata-mata karena
mereka memang sangat memerlukan rumah, Lihat: Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis,
Bandung: Alumni, 1994, him. 35.

Mariam Darus Badrulzaman, “Perlindungan terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku
(Standar),” dalam: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah
Perlindungan Konsumen, Bandung: Binacipta, 1986, him. 58.
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. kedndukin pengusnl dalam peranjizn ivsadutab sepen; Pem

gt swastd (fogin purticulfere wefgever). Synrat-syaral yang g

{plam perjanjinn it adnlah undang-undang, bukap perjan;i
Nant

Pitlo mengaiakannyd sehapal perjan] i'nn paksa (chvang contract), waliupun secars o
yurishis, perjarjian i tidak mesnenub ketentuan undang-undang dan ditolak ojep, bﬁbc;:m
Jlyli wikum, Namun dalam kcr.lyalammya. kebutuhan n}asyflrflkat berjalan dalap, ar
yang berlawanan dengan kcingmu.n hukl‘lm. Peadapat Pitlo ini mengingatkan kir, o
apil Hondius, yang dalam dlscrlas'mya menyatakan Pahwa perjanjian Standg, 4
mengikist herdasarkan kebiasaan (gebrmfk) yang berlaku di lingkungan masyaraky dllu
jalu lintas perdaganpan. Kemudian Stein mencoba memecahkan masalah inj g, .
endnpat, bahwa petjanjian standar dapat diterima sebagai pm'jms.an
berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (fictie van wil en vertrouwen) Jian
membangkitkan keyakinan bahwa para pihak telah mengikatkan diri pada pcrjanjia: i
Jika debilor menerima dakumen perjanjian itu, berarti ia secara sukareta setuju Padau-u:
perjanjian tersebul. Akhirnya, dapat disebutkan pendapat yang lebih tegas dari Asser Ry ttels:
akan perjanjian standar itu mengikat karena setiap orang yang menan dalﬂnga:;

yang mengal
suatu perjanjian harus dianggap telzh mengetahui dan menyetujui sepenuhny,

isi kontrak tersebut.’

Ahli hukum Indopesia, Mariam Darus Badrulzaman menyimpulkan bahwa perjaniian
standar itu bertentangan dengan asas kebebasan b*?rk‘).ul“ak yang bertanggung ja ;ab
(eslebih-febih lagi ditinjau dari 25as-asas hukum nasional, di mana akhirnya kepentinga,;
masyarakatlah yang didabulukan, Dalam perjanjian standar, kedudukan kreditur dan debiyyy
idak seimbang, Posisi monopoli pihak kreditur membuka peluang luas baginya untuk
menyalahgunakan kedudukannya, Pengusaha hanya mengatur hak-hakaya dan tidak
(ewajibannya. Menuratnya, perjanjian standar ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara
Eae dan karena itu perlu ditertibkan.”

l’cnluk
n [ukin

|x-|im||ian.Mm;mny
onshag-nndan

pcngmntm i ¢

pend

mcngcmuknkan p

Dengan demikian, dupatlah disimpulkan bahwa jika asas kebehasan berkontrak ingin
ditegakkan, dan di sisi lain kepentingan dunia perdagangan tidak pula dirugikan
maka satu-Satunyd cara adatah dengan membatasi pihak produsen/penyalur produk (penjtlla])'
atay debitur dalam membuat klausula eksonerasi. Tentu saja hal ini tidak mudah dilakukan
Sekalipun, seperti disarankan oleh Mariam Darus Badrulzaman, harus ada campue taugm;
pemcfintah, kiranya tidak semua perjanjian standar dapat diperlakukan demikian.
Materi perjanjian yang terjadi di masyarakat s,l;dahI sedemikian luasnya dan heterogennya.

Dalam kenyataannya, campur tangan yaﬁg disarankan itu sudah dilakukan oleh

8 (ihat: Mariam Daru '
. s Badrulzaman, Aneka Hukin Bisnls, Op. Ci »
9 ”)[d” hlm, 54‘ . SRES, p- C‘f-l hlma 52 53|
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emerintal. Misalnyasaia dagon lapang
\.mndaﬁsnsi perjangian, Akan letapi, ung
olehnotaris, tentu tidak harug distandark

M ngraria, gy
1k perj

an, P
ini mbuh melalui kebiagaan dan permiy

cmerintah lebih diharapkan pady perj
sepenuhnya bersifat publik seperti (i bidang agrariy Perj
perkaitan dengan kepentingan massal, dan k
pcmlmmanny:\ secara sepihak kepad
dikhawatirkan akan dibuat banyak k)

ah sanpat b ik di
:'mjinn-pcrj:mji:m kc: bt
Crlimjian-perj
i Wian Mmasy
nJan-perjaniian y

akukan
’ perdataan yang dibuat
njian yang disebutkan terakhir
arikat sendir, Campur tangan
ang berskala luag, walaupun tidak
anjian berskala Juag yang dimaksud
| arena it jiky diserahkan sepenuhnya
a pmduscn/pcnyalur produk (penjual) atay kreditur
ausula cksonersi yang merugikan masyarakat banyak'
Di Amerika Serikat, misalnya, pemt '
(penjual) atau kreditur untuk membuat klaysyl, cksonerasi lcb
inisiatif konsumen. Apabila ada konsumen

Uniform Co;mncmiftl.Code 1978, ia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Putusan-
putusan pengadilan inilah yang kemudian dijadikan masukan perbaikan legislasi yang telah
ada, termasuk sejauh mana pemerintah dapat campur tangan dalam penyusunan kontrak,

atasan wewenany produsen/penyalur produk

h banyak diserahkan kepada
yang merasa dirugikan, berdasarkan

Di Belanda perjanjian standar telah dimasukkan pen

gaturannya dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang baru, Dj

yan situ dinyatakan bahwa bidang-bidang usaha
yang boleh menerapkan perjanjian standar harus ditentukan dengan peraturan, dan perjanjian

itu baru dapat ditetapkan, diubah, atau dicabut setelah mendapat persetujuan Menteri
Kehakiman. Kemudian, penetapan, perubahan, atau pencabutan

itu baru memperoleh
kekuatan hukum setelah mendapat persetujuan Raja/Ratu yan

g dituangkan dalam
Berita Negara. Ketentuan lainnya menyatakan bahwa perjanjian standar ini dapat pula

dibatalkan, jika pihak produsen/penyalur produk (penjual) atau kreditur mengetahui atau

seharusnya mengetahui bahwa pihak konsumen tidak akan menerima perjanjian lersebut
apabila ia mengetahui isinya.

Bagi kita di Indonesia, ketentuan yang membatasi wewenang pembuatan klausula
eksonerasi ini masih belum diatur dalam suatu produk hukum tertentu. Secara umum,
memang dapat ditunjuk beberapa pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata. Salah satunya adalah Pasal 1337, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak
boleh dibuat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.
Sekalipun demikian, untuk dapat menguji sejauh mana perjanjian itu bertentangan,
perlu diproses melalui gugatan di pengadilan.'” Padahal, kekuatan yurisprudensi dalam

10 Satah satu dasar hukum yang dapat dipakai dalam gugatan ini adalah karena unsur “penyalahgunaan

keadaan" (misbruik van de omstandigheden). Ada beberapa faktor yang dapat dianggap sebagai ciri
penyalahgunaan keadaan ini, yaitu: (1) pada waktu menutup perjanjian salah satu pihak ada dalam
keadaan terjepit, (2) karena keadaan ckonomis, kesulitan keuangan yang mcndcsak: (3) karena
hubungan atasan-bawahan; keunggulan ekonomis pada salah satu pihak; hubungan majikan-buruh;
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evia tiduk seperti yang berlaku di negara-neghra Anglo Saksoyy

ikian, langkath yang ditempuh vich Belanda, yakni dengan mcmngjo

2. Deapan den . o il ‘ a
paus mengenai fata card pembuatan perjangian standar, kirap 4 t
" apar

an anik ditin, Selain dengan mencantumkannya dalam Kitah Und
ga dapat dimuat dalam undang-undang khusus yang men:n A
gy

aatein hekum Indott

Amerik
Letentuan kb
dipestimban kK .
tUndang 1Tukum Perdata, JU
mengenal perlindungan konsumen.

V, LAYANAN PURNA JUAL DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Jayanan pacna jual (afer sale service) 'merupakan kepcntirtgan komsumen yan
sangat vilal dewasa ini. Perkembangan leknologi yang sangat cepat, mls?lnya pada tek ol 3
perangkat komputer, sering membuat produsen harus mcngubfih tipe-tipe Drodukn}.a
mengikuti selera dan kebutuhan konsu.mcn yang terus bergam{ dalam wakiu Singkay
Akibataya, apabila ada kerusakan dari suatu tipe prod'uk, sering konsumen t‘ﬂentl;
menghadapi kendala memperbaiki barangnya karena kesulitan memperoleh suku cagap g

Masalah lain yang menyangkut layanan purna jual adalah soal garansi® da]amjangka
wakty tertenty yang diberikan produsen/penyalur produk (penjual) atau kreditur Kepada
konsumennya. Demikian pula dengan tanggung jawab produsen/penyalur produk (Penjual}
arau kreditur dalam memenuhi hak konsumen, terutama hak untuk memperoleh baran
jasa yang sesuai dengan nilai tukar yang diberikan. Konsumen tidak boleh ditipy
memgperolch barang kualitas tertentu, padahal kenyataannya tidak demikian, Misalnya,
dikatakan juice yang dijual adalah sari jeruk asli, padahal hanyz essence dari bahan-bahag
Kimia. Kenas fissue yang dikemas dalam kotak yang dinyatakan beratnya 10 ons, temyata

hanya 9 ons, dan sebagainya.

orang Wwajwali-anak yang belum dewasa, (4) karena keadaan, seperti pasien yang membuluhkan
pentolongan dokter ahli, {5) pecjanjian tecscbut mengandung kubungan yang timpang dalam kewajiban
timbal bulik antara para pihak (prestasi yang tak scimbang); pembebasan majikan dari ristkn dan
menggesemya menjadi langgungan si buruh, (6} kerugian yang sangat besar bagi satah satu pihak.
Mengenai hal ini baca lebih lanjut: J. Satrio, Hitkiom Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, (992,
him. 230 ¢t seq.

1 progusen komputer, smisalnya, sering memberikan garansi suku cadang, tetapi tidak diterapkan secars

konsisien, Apabila terjadi kerusakan, mereka mengganlikan komponen yang rusak dengan cara
"yanibal”, yakni mencari komponen yang masih dapat dipakai dari komputer segencrasi yang sudsh
rusak di gudang, Alasan mereka, komponen tersebut sudah lidak diproduksi lagt. [ni becarti, garansi
suku eudany yang diganti Lidak Jain adalah harang bekas pakai, yang tentu sqja bal ini telah menugikan
konsumen.

12 Igifuiz “garansi” di sini perlu dibedakan dengan “perjanjian garansi" yang diatur dajam Pasal 1316
Kitah Undang-Undang Hikian Perdata. Di sita perjanjion garansi dikatakan sebagai perjanjian bahwa
suscorang menjumin pihak Jsin — lawan janjinya — bahwa ia skas melakukan sesuat (atau tidak
melaksekan sesuitiz) Kuluu ssmpal terjudi pihok ketiga lidnk may memenuhi kewajibannya.
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Di sini tampak bahwa masalah, |
Lonsumen yang tidak dapat dipisahkan (
pi sini yang berlaku bukan lagi Prinsip cavear emplor, \

penyalur produk (penjual) atay krediturlah s
(anggung jawab produk.” Tanggung
menyalurkan produknya secara langgung renten g seluruhn

(strict liability) atau tanggung jawab tanp .

Ayanan purna jual adal

ah masalah perlindun;
engan tahapan-tahap b

an transaksi konsumen lainnya,
ap1 caveat venditor (produsen/
. ;

yang bertanggung Jawab), yang lazim disebut

4 kesalahan (liability without fault).
Perluasan subjek yang dapat dimintaj 1an

telah pula diterapkan di berbagai negara, Dj |;
dalam Pasal 3 Pedoman Masyarakat Eropa, ba
jawab dari:"*

ggung jawabnya seperti disingung di atas
ngkungan Unj Eropa, misalnya, dinyatakan
hwa tanggung jawab produk adalah tanggung

1. pembuat produk cacat yang bersangkutan:
2. produsen bahan-bahan mentah atay komponen dari produk itu:

setiap orang yang memasang nama, merek perusahaan, atau memberikan tanda
khusus untuk pembeda produknya dengan produk orang lain;

4. setiap orang yang mengimpor produk untuk dijual, disewakan, atau dipasarkan
(tanpa mengurangi tanggung jawab si pembuat produk);

5. setiap pemasok produk, apabila si pembuatnya tidak diketahui, atau pembuat
produknya diketahui, tetapi pengimpornya tidak diketahui.

Pengaturan tentang tanggung jawab produk ini belum ada pengaturannya
di Indonesia. Tim Kerja Naskah Akademis Badan Pembinaan Hukum Nasional pernah
menyarankan agar dikembangkan sistem baru pertanggungjawaban hukum atas produk,
namun baru untuk bidang farmasi. Tujuan dari pengembangan itu adalah untuk:'

1. memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap penggunaan produk
farmasi yang cacat, '

2. mengembalikan keseimbangan masyarakat akibat penggunaan dan beredarnya
produk cacat;

3.  memudahkan proses pembuktian akibat penggunaan produk farmasi yang cacat;

4. meningkatkan mutu produk farmasi yang beredar, sehingga dapat mencapai tujuan
peruntukannya dan penggunaannya.

Seperti telah dinyatakan di muka, seharusnya tanggung jawab produk ini jangan dibatasi
hanya sekadar pertanggungjawaban atas produk yang cacat. Tanggung jawab produk adalah

13 Beberapa penulis menerjemahkannya dengan tanggung gugat produk, yang dialihbahasakan dari istilah
product liability.

14 Lihat; Az Nasution, Konsumen dan Hukum, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, him. 174,

15 Ibid., him. 176.
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konsumen, yaitu tahapan ketiga (pasca-transaks; kons

awab produk hanya pada pergantian atas produk yang cacay
i Ll
uan bagi perlindungan konsumen.

bagian dan (ransiksi
Membatasi fangRung J

tidak memberd panyak kema)

uan

btfani
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V1. PENUTUP

Satu hal yang mungkin perlu dipertanyakan adalah apakah diperlukan suatu undang-
undang yang mengatur perlindungan konsumen, yang mencakup ketiga tahapan transaks;

konsumen di atas.

Dilihat dari luasnya substansi ketiga tahapan itu, rasanya mustahil bagi pembentuk
undang-undang untuk menampungnya dalam satu undang-undang. Alternatif yang paling
mungkin adalah membuat satu undang-undang payung (umbrella act), yang berisi prinsip-
prinsip perlindungan hak-hak konsumen pada semua tahapan transaksi konsumen. Undang-
undang inilah yang kemudian dilengkapi dengan peraturan perundang-undangan lain yang

lebih sektoral sifatnya. Semua isu di bidang perlindungan konsumen yang muncul dari

praktik bisnis ditampung dalam peraturan perundang-undangan sektoral itu, sedangkan

prinsip-prinsipnya mengacu secara sinkron ke Undang-Undang tentang Perlindungan

Konsumen.

Pengadaan perangkat hukum seperti digambarkan di atas merupakan bagian dari pro-
gram legislasi nasional. Harus diakui, program ini bukan pekerjaan mudah untuk
dilaksanakan dalam waktu singkat, apalagi bagi mereka yang mengetahui persis bagaimana
kompleksnya situasi di lapangan birokrasi hukum kita. Namun, mengingat iklim “buyer’s
market” yang mulai berembus keras ke kawasan Indonesia, tentu tidak sepatutnya kita
cuma menunggu godot!
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